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Question : DPMPTSP DIY menerima DAK berupa FPM (Fasilitasi Penanaman Modal) mohon dapat dijelaskan 
mengapa Kemenkeu dan BKPM memiliki skema pelaporan melalui aplikasi yang tidak terintegrasi 
ALADIN dan SIDAK?

Answer : Pada prinsipnya semua aplikasi pelaporan DAK Nonfisik harapannya dapat terintegrasi dengan Aplikasi 
Aladin. Hal ini perlu kesiapan aplikasi dari K/L terkait  maupun Aladin.
Saat ini aplikasi yang sudah interkoneksi dengan Aplikasi Aladin antara lain: 
- SIMBAR (Sistem Informasi Manajemen Pembayaran) Kemendikbud untuk aneka tunjangan Guru ASND 
- Aplikasi MORENA BKKBN 
- ALAMANDA (Aplikasi Manajemen DAK NF-PPA)

Question : Mengapa penyaluran untuk DAK Non Fisik TPG tahun 2024 lebih lambat dari tahun sebelumnya ?
Answer : Penyaluran DAK Nonfisik memperhatikan penyampaian laporan penggunaan tahun sebelumnya dari 

pemda serta memperhatikan pelaksanaan verifikasi dari Kemendikbudristek.  Pada tahun ini terdapat 
pergeseran penyaluran karena adanya waktu karena bertepatan dengan masa libur lebaran sehingga 
penyaluran membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. 
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Question : Mohon dapat dijelaskan terkait status yang ada di aplikasi OMSPAN TKD, seperti contohnya "Upload 
ADK Rekomendasi" itu sedang proses apa? Jenis status seperti apa yang perlu tindak lanjut oleh Pemda?  

Answer : Status "Upload ADK Rekomendasi" pada OMSPAN artinya daftar rekomendasi salur perdaerah telah 
diupload Aplikasi OMSPAN. Selanjutnya, ketika Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran telah diupload status 
akan berubah menjadi dikirim ke KPPN.  Aplikasi OMSPAN hanya digunakan sebagai tools pemda untuk 
monitoring penyaluran dana transfer. Sehingga tidak ada tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemda.  
Monitoring rekomendasi penyaluran sampai dengan SP2D pemda juga dapat diakses melalui Caklur 
(Aplikasi Lacak Salur)  pada laman www.sikd.kemenkeu.go.id/tkd. 

Question : Bolehkah sisa DAK Non Fisik digunakan untuk bidang lain ?
Answer : Sisa DAK Nonfisik tidak dapat digunakan untuk bidang lain. Mengingat sisa DAK Nonfisik diperhitungkan 

dalam penyaluran TA berikutnya atau sisa dana akan dipotong untuk daerah yang tidak memiliki alokasi 
seperti penjelasan sebelumnya. 

Question : Jika syarat salur terpenuhi, dalam 1 kabupaten ada salah satu puskesmas yang belum memenuhi syarat. 
Apakah hal tersebut akan berpengaruh atau tidak dengan layak salur untuk puskesmas se kabupaten ? 
terima kasih ?

Answer : Dinas melakukan verifikasi laporan penggunaan BOK puskesmas yang sudah disampaikan oleh 
masing-masing puskesmas kemudian BPKAD mengesahkan belanja.  Selanjutnya, Kementerian Kesehatan 
melakukan perhitungan sisa Dana BOK Puskesmas berdasarkan laporan Puskesmas untuk diperhitungkan  
pada penyaluran tahun anggaran berikutnya.  Untuk percepatan diharapkan puskesmas dapat berkoordinasi 
dengan dinas dan BPKAD secara intens.
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Question : Jika persentase syarat penyaluran DAK Nonfisik Tahap II tidak terpenuhi sampai batas waktu, apakah 
laporan tahap 1 tetap disampaikan di tahun berjalan atau disampaikan setelah tahun anggaran berakhir?

Answer : Laporan tahap I dapat disampaikan pada tahun berjalan dan tetap wajib menyampaikan laporan realisasi 
sampai dengan akhir tahun anggaran pada laporan tahap II di aplikasi Aladin.  Laporan tahap II dijadikan 
sebagai syarat salur tahap I TA berikutnya atau sebagai dasar pemotongan DBH dan/atau DAU bagi daerah 
yang tidak mendapatkan alokasi. 

Question : Bagaimana terkait penganggaran tahun berikutnya terhadap sisa tahun sebelumnya. Terkait 
penganggaran pendapatannya Apakah pagu Pepres DAK Nonfisik dikurangi silpa tahun sebelumnya? 
Atau sebesar Perpres? ?

Answer : Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh 
Pemerintah Daerah dalam APBD / perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, sehingga penganggaran disesuaikan dengan Perpres atau lebih detail 
dapat mengacu permendagri tentang pedum APBD. 
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Question : Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Pemko Medan di tahun 2024 dan seterusnya di DPA nya tidak 
ada lagi menganggarkan  kegiatan yang berkaitan dengan Dana DAK-Non Fisiknya, bagaimana proses 
dalam menon-aktifkan Pelaporan KPP tersebut agar tidak lagi ada di Aplikasi Aladin?

Answer : Untuk pemda yang mendapatkan DAK Nonfisik tetap wajib menyampaikan laporan realisasi dan 
penggunaan dana ke Aplikasi ALADIN. Dalam hal realisasi rendah akan dievaluasi untuk pengalokasian 
tahun berikutnya. Pengalokasian DKPP tahun 2024 mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah yang 
disampaikan melalui aplikasi krisna pada tahun 2023.  Seyogyanya dana yang sudah diusulkan pemerintah 
daerah dan dialokasikan dapat dianggarkan dan digunakan. Dalam hal belum dianggarkan di DPA dapat 
disesuaikan di perkada APBD. 

Question : Bagaimana Cara Mengoptimalisasi Sisa DAK Nonfisik sebelum akhir tahun anggaran?
Answer : Jika sisa dikarenakan efisiensi pelaksanaan, maka tergantung dari juknis masing2 jenis dana apakah 

diperbolehkan menambah output.  Namun, jika dikarenakan tidak terlaksananya salah satu kegiatan, maka 
tidak dapat dipindah untuk kegiatan lainnya. Penggunaan sudah dipetakan sesuai dengan Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) yang disusun pada awal tahun .
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Question : Mohon penjelasan tentang penyelesaian transaksi SIPLAH sebagai salah satu syarat penyaluran BOSP 
tahap 2 ?

Answer : Syarat penyaluran Dana BOSP ke Rekening satuan pendidikan sebagaimana PMK Nomor 204 Tahun 2022 
bahwa penyaluran Dana BOSP tahap II disalurkan setelah satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana 
BOSP minimal sebesar 50% dari penyaluran tahap I tahun 2024.  
Laporan disampaikan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan diverifikasi 
oleh Kemendikbudristek. SIPLAH merupakan sistem untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan 
pendidikan sehingga bukan merupakan syarat penyaluran.  Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud Kemendikbudristek menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP TA 2024 tahap II 
paling cepat di tanggal 1 Juli TA 2024 dan paling lambat tanggal 31 Oktober 2024. Dalam hal satuan 
Pendidikan tidak menerima penyaluran tahap I, penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan. 

Question : Kiat-kiat apa yang bisa diterapkan bagi puskesmas agar syarat salur terpenuhi secepatnya di 
Puskesmas daerah terpencil?  ?

Answer : Perlunya peningkatan koordinasi antara Puskesmas, dengan  Dinkes dan BPKAD dengan cara: 
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dihimbau untuk segera menyusun atau merekap laporan 

pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan penyusunan laporan di 
akhir periode pelaporan. 

- Menyusun agenda perencanaan secara periodik, misal satu bulan sekali  untuk menyelaraskan  rencana 
dan pelaksanaan kegiatan baik per puskesmas maupun seluruh puskesmas di wilayah kerja 

- Melakukan pendampingan terhadap puskesmas yang mengalami kendala sehingga dapat segera 
menindaklanjuti kendala tersebut 
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Question : Pengembalian dana dari sekolah akibat temuan BPK sudah disetorkan ke RKUD apakah disetorkan ke 
RKUN atau ke Rekening Sekolah?

Answer : Penyetoran dana sebagai akibat dari temuan BPK dapat disetorkan kepada RKUN.
Pembuatan billing setoran dana BOSP, pemda dapat berkoordinasi dengan KPA BUN Penyalur Dana 
Transfer Khusus (KPPN), mengenai:
a. Kode Bagian Anggaran
b. Kode Satuan Kerja
c. Kode Akun
d. Kode KPPN
e. nomor pokok sekolah nasional dan nama satuan pendidikan penyetor atau kode fasilitas kesehatan 

Puskesmas dan nama Puskesmas penyetor; dan
f. Alasan dilakukan penyetoran

Question : Apakah Penyaluran DAK Nonfisik tetap harus menggunakan NPHD??
Answer : NPHD tetap diperlukan untuk penyaluran DAK Nonfisik jenis BOSP yang diberikan kepada sekolah/satuan 

pendidikan dengan status swasta. Berbeda dengan sekolah/satuan pendidikan negeri yang merupakan 
UPTD di bawah Pemerintah Daerah, penyaluran kepada sekolah swasta memerlukan NPHD menjadi dasar 
pengeluaran uang kepada entitas di luar pemerintahan daerah, yang mana dalam hal ini berbentuk sebagai 
hibah.
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